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ABSTRAK 
NASRAWATI (B 111 09 151), dengan judul skripsi “UPAYA 
PENANGGULANGAN KEJAHATAN KEKERASAN DALAM TANGGA DI 
KALANGAN MILITER OLEH PENEGAK HUKUM MILITER”  di bawah 
bimbingan Prof. Dr. Muhadar,S.H., M.S. sebagai pembimbing I dan Hj. 
Haeranah,S.H., M.H. sebagai pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang 
menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kalangan 
Militer dan bagaimana upaya  pencegahan dan penanggulangan yang 
dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum Militer  terhadap Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga di Kalangan Militer. 
 
Penelitian ini dilaksanakan di Oditurat Militer III-16 Makassar, 
Pengadilan Militer III-16 Makassar, dan DENPOM (Detasemen Polisi 
Militer Makassar. Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik 
penelitian sebagai lokasi kepustakaan dan penelitian lapangan sehingga 
diperoleh data primer yaitu hasil wawancara dengan pihak Oditurat Militer, 
Pengadilan Militer,DENPOM (Detasemen Polisi Militer) dan data sekunder 
berupa dokumen dan buku-buku serta laporan hasil penelitian yang 
mempunyai hubungan erat dengan Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga Di Kalangan Militer. Dari seluruh data yang diperoleh kemudian 
dianalisis secara deskriptif dan kualitatif yang menjelaskan faktor-faktor 
penyebab dan upaya untuk menanggulangi Kejahatan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga Di Kalangan Militer. 
 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa yang menjadi faktor 
utama penyebab terjadinya Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Di Kalangan Militer, adalah faktor ekonomi, minuman keras, orang ketiga, 
dan faktor terdesak, tersiksa dan terpaksa, sedangkan upaya 
penanggulangan Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di 
Kalangan Militer, yaitu melakukan penyuluhan hukum tentang Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga yang bekerja sama dengan KODAM, Pembinaan 
pengembangan, dan kegiatan-kegiatan yang baik oleh keluarga, serta 
penangkapan hingga penindakan kepada pelaku Kejahatan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Militer. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
tindak pidana merupakan sebuah perbuatan yang dapat merugikan 
masyarakat bahkan juga dapat merugikan sebuah Negara, mayoritas 
tindak pidana yang dilakukan pada sebuah Negara yang menyebabkan 
kerugian negara biasanya dilakukan oleh seorang Militer, TNI, maupun 
ABRI. Jadi tindak pidana tersebut secara khusus pelakunya berstatus 
militer. Melihat dari pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada 
seorang militer atau kepada beberapa calon militer semuanya tidak lepas 
dari kekerasan, pendidikan kekerasan yang diberikan didalam 
kemiliterannya dapat berpengaruh besar terhadap seorang militer untuk 
melakukan kekerasan. Oleh sebab itu tindak pidana KDRT (Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga) akan dapat mudah dilakukan oleh seorang militer, 
dalam hal ini tidak ada ketetapan dan penegasan hukum dari pemerintah 
yang mengatur tentang tindak pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga) yang dilakukan oleh anggota militer. Lain halnya dengan seorang 
militer yang melakukan tindak pidana umum dan tindak pidana militer 
semua itu telah diatur tersendiri, dalam Undang-Undang No. 31 tahun 
1997 tentang peradilan militer, yang menyatakan bahwa yang dimaksud 
dengan tindak pidana militer adalah tindak pidana secara khusus hanya 
ditujukan pelakunya berstatus militer. Singkatnya bisa dikatakan tindak 
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pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seorang militer 
karena sifatnya yang militer. 
Tindak kekerasan dapat terjadi di dalam rumah tangga dan dapat 
menimpa siapa saja.Bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat secara fisik 
(kekerasan langsung), kekerasan struktural, maupun kekerasan kultural. 
Demikian juga dengan pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga itu. 
Biasanya, pelaku berasal dari orang-orang terdekat yang dikenal secara 
baik, seperti suami/istri atau saudara dekat. Bahkan, seorang kakek pun 
bisa saja menjadi pelaku tindak pidana kekerasan dalam keluarga. 
  Tindakan kekerasan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia 
dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk 
diskriminasi yang harus dihapuskan.     
 Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri melainkan 
berdampingan bahkan berkelompok dan sering mengadakan hubungan 
antar sesamanya. Hubungan terjadi berkenaan dengan hubungan 
kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi 
sendiri.Kebutuhan manusia tersebut bermacam- macam dan untuk 
pemenuhannya tergantung dari hasil yang diperoleh dalam daya upaya 
yang dilaksanakan. Agar tidak terjadi benturan – benturan di dalam 
pelaksanaan pemenuhan tersebut maka dibuat ketentuan – ketentuan dan 
aturan – aturan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan seluruh lapisan 
masyarakat.            
 Ketentuan–ketentuan dan aturan–aturan yang wajib dipatuhi dan 
3 
dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat itu dikenal dengan nama 
Hukum. Didalam tulisan ini akan dikhususkan membahas tentang 
kekerasan dalam rumah tangga dilihat dari pandangan hukum Peradilan 
Umum dan Peradilan Militer di dalam rumah tangga prajurit TNI. 
Penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah 
Tangga (KDRT) sudah dilakukan dalam beberapa kasus. Namun kendala 
masih muncul di beberapa kasus lain. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 
melaporkan adanya beberapa kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga) dalam keluarga prajurit. Namun kasus KDRT (Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga) di lingkungan prajurit banyak yang tidak sampai di 
Peradilan Umum karena masih kentalnya kekuatan Hukum Militer dimana 
Ankum langsung dari prajurit masih memegang kekuasaan untuk 
memutuskan. Berdasarkan pantauan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) 
menyebutkan, selama 2010-2012 telah mendampingi 16  kasus KDRT 
(Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang semua tersangkanya anggota 
militer. Dari 16 kasus tersebut semuanya dihukum administrative 
kesatuannya. Seperti penundaan kenaikan pangkat, atau pemecatan. 
Kasus itu tidak sampai ke meja persidangan, karena terhenti di tingkat 
penyidikan di kesatuan. Penyebab lantaran ada kewenangan atasan 
langsung untuk melakukan penyidikan serta sahnya hukuman disiplin 
militer untuk kasus-kasus tertentu. Kenyataan ini bertolak belakang 
dengan proses hukum di Peradilan Umum. Jika dibawa ke Peradilan 
Umum, tersangka bisa dihukum lebih berat lagi. "Masalah ini juga 
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tergantung dari penyidiknya. Mereka yang menentukan apakah kasus ini 
dibawa ke peradilan umum atau cukup pada sanksi administratif saja. 
Seorang istri tentara juga punya hak sama di depan hukum seperti 
layaknya istri-istri masyarakat sipil lainnya. Para istri berharap hukuman 
yang dijatuhkan atasan ke suaminya sama seperti yang ada diterapkan di 
Peradilan Umum. Pemisahan proses di Peradilan Militer dan Peradilan 
Umum sering menimbulkan masalah. Banyak pendapat di kalangan 
prajurit TNI mengatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga istri 
tentara tidak perlu diajukan ke Peradilan Umum. Kecuali pelanggaran itu 
dilakukan terhadap orang sipil lain di luar anggota keluarganya. Maka 
yang bersangkutan bisa diajukan ke peradilan umum Sebab, istri tentara 
merupakan bagian dari Keluarga Besar TNI. Sehingga cukup disidik intern 
TNI dalam hal ini provoost atau bisa juga Polisi Militer. Didasarkan atas 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Kitab ini 
menyatakan, kasus semacam KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) 
bisa diselesaikan secara intern, Tanpa perlu diserahkan kepada peradilan 
umum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 11. Ketentuan ini 
mengatur penyidikan dan hak atasan menghukum, serta pejabat polisi 
militer tertentu, misalnya Denpom (Detasemen Polisi Militer), Pomdam 
(Polisi Militer Kodam) dan oditur (jaksa) yang diberi wewenang khusus 
untuk melaksanakan penyidikan. 
B. Rumusan Masalah        
 Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 
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yang menyangkut KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dikalangan 
militer yaitu  : 
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Kejahatan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Militer? 
2. Upaya apakah yang dilakukan aparat penegak hukum militer dalam 
menanggulangi Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di 
kalangan Militer? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan 
Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di 
Kalangan Militer 
2. Untuk mengetahui upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh Aparat 
Penegak Hukum Militer dalam menanggulangi Kejahatan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Militer 
D. Manfaat Penelitian   
Selain tujuan-tujuan tersebut diatas, penulisan skripsi ini 
diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya : 
1).  Secara teoritis 
Hasil penelitiaan ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu 
hukum, khususnya hukum pidana yang terkait dengan tindak pidana 
kekerasan dalam rumah tangga. 
2).  Secara praktis 
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Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk : 
- Bagi aparat penegak hukum, sebagai sumbangan pemikiran untuk 
penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga . 
- Akademisi dan praktisi hukum untuk memberi masukan dan gambaran 
mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dikalangan 
militer. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A,  Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi 
1. Pengertian Kriminologi 
Dari sudut pengertian Tata bahasa, Purnianti, Kemal Darmawan, 
(1994 : 1 ) kriminologi (criminologi) terdiri dari dua kata, yaitu : “Crime 
yang berarti penjahat dan Logos yang berarti pengetahuan. Dengan 
demikian Kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang 
kejahatan atau penjahat”. 
Menurut J. Constan (Bosu, 1982 : 12), bahwa kriminologi adalah 
ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang terjadi 
sebab musabab dari terjadinya kejahatan dan penjahat. 
Selain itu Romli Atmasasmita (1984 : 1-2) mengemukakan pula 
bahwa : 
Pengertian kriminologi ditinjau dari arti sempit adalah mempelajari  
kejahatan. Sedangkan kriminologi dalam arti luas, kriminologis 
mempelajari penology dan metode-metode yang berkaitan dengan 
kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-
tindakan yang bersifat non-punitif. Secara tegas dapat dikatakan 
bahwa batasan kejahatan dalm arti yuridis adalah : tingkah laku 
manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. 
G.P. Hoefnagel (Mulyana W. Kusuma : 1984) menyatakan bahwa 
kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan empiris yang untuk 
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sebagian dihubungkan dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan 
serta proses-proses formal, informal, kriminalisasi dan deskriminalisasi 
situasi kejahatan-penjahat-masyarakat. Sebab-sebab dan hubungan 
sebab-sebab kejahatan serta reaksi dan respon-respon resmi maupun 
tidak resmi terhadap kejahatan, penjahat dan masyarakat oleh pihak diluar 
penjahat itu sendiri. 
Sementara (Soedjono Dirjosisworo 1983:11), memberikan definisi 
bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab dan 
akibat. Perbaikan maupun pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia 
dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan 
secara lebih luas lagi. 
Constant (Abdulsyani, 1987:10), memberikan pengertian bahwa 
kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-
faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya suatu kejahatan dan 
penjahat. 
Berdasarkan dari beberapa pandangan diatas, sangat jelas bagi 
kita bahwa kriminologi itu adalah ilmu yang mengkaji hal yang 
berhubungan dengan masalah kejahatan. 
2. Ruang Lingkup Kriminologi 
Berbicara tentang ruang lingkup kriminologi berarti berbicara 
mengenai objek studi dalam kriminologi. WA Bonger (Topo Santoso dan 
Eva Achjani Zulfa, 2001:9) membagi kriminologi menjadi dua bagian, 
yaitu: 
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1. Kriminologi murni yang terdiri dari : 
a. Antropologi kriminal, yaitu pengetahuan tentang manusia yang 
jahat (somatis) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang 
orang jahat dan tanda-tanda tubuhnya. 
b. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan 
sebagai gejala masyarakat dan sampai dimana letak sebab-sebab 
kejahatan dalam masyarakat. 
c. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang 
dilihat dari sudut jiwanya. 
d. Psikopatologi dan neuropatologi kriminal, yaitu ilmu yang 
mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau uraf syaraf. 
e. Penologi, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman. 
2. Kriminologi terapan, yang terdiri dari : 
a. Higiene kriminil, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah 
terjadinya kejahatan. 
b. Politik kriminil, yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik 
kejahatan dan pengusutan kejahatan. 
Sedangkan menurut Shuterland dikutip dalam buku kriminologi 
(Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:9) kriminologi terdiri dari tiga 
bagian utama, yaitu: 
1. Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab 
sebab kejahatan. 
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2. Penologi kriminal, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang 
sejarah lahirnya hukuman, perkembangan serta arti dan faedahnya. 
3. Sosiolologi hukum (opidana), yakni analisis ilmiah terhadap kondisi-
kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana. 
Dari uraian definisi para ahli diatas dapatlah ditarik suatu 
persamaan bahwa objek studi kriminologi mencakup tiga hal yaitu 
penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap penjahat dan 
kejahatan. 
B. Pengertian Kejahatan 
Pertama, dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point of 
view).Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku 
yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan 
sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan 
pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. 
Sutherland berpendapat bahwa Criminal behavior is behavior in 
violation of the criminal law No matter what the degree of immorality, 
reprehensibility or indecency of an act it is not a crime unless it is 
prohibited by the criminal law. Contoh konkrit dalam hal ini adalah 
perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari defenisi 
hukum, perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan 
melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana 
Indonesia.Sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat 
dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya, 
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namun perbuatan itu tetap bukan kejahatan dilihat dari defenisi hukum, 
karena tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku. 
Kedua, dari sudut pandang masyarakat (a crime from the 
sociological point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini 
adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup 
di dalam masyarakat. Contohnya bila seorang muslim meminum minuman 
keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari 
sudut pandang masyarakat Islam, dan namun dari sudut pandang hukum 
bukan kejahatan. 
W. A. Bonger (1981 : 25), mendefinisikan kejahatan sebagai 
berikut: 
“Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial, tidak 
moral yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang 
bersangkutan dan memperoleh tantangan secara sadar dari 
negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau 
tindakan).” 
 
Berbeda dengan defenisi di atas, apa yang dikemukakan Van 
Bemmelen (J. E. Sahetapy, 1992 : 14), yang merumuskan pengertian 
kejahatan sebagai berikut: 
“Kejahatan adalah perbuatan yang merugikan, sekaligus 
asusila, perbuatan mana yang menghasilkan kegelisahan 
dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu 
berhak mencela dan menolak perbuatan itu, dan dengan 
demikian menjatuhkan dengan sengaja nestapa terhadap 
perbuatan itu.” 
 
Soedjono D (1976 : 20) mengemukakan bahwa kejahatan harus 
dilihat dari tiga segi, yaitu: 
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1. Dari segi yuridis, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-
undang dan pelanggarannya diancam dengan undang-
undang. 
2. Dari segi kriminologi, yaitu perbuatan yang melanggar 
norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan 
mendapat reaksi negatif dari masyarakat. 
3. Dari segi psikologi, yaitu perbuatan manusia abnormal yang 
bersifat melanggar norma-norma hukum yang disebabkan 
oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut. 
C.  Pengertian Militer  
 (Juliani, 2008) Militer adalah angkatan bersenjata dari suatu negara 
dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. 
 Militer dalam bahasa inggris military” adalah the soldiers, the army, 
the armend forces yang dalam bahasa Indonesia diartikan prajurit  atau 
tentara : angkatan bersenjata (terdiri dari beberapa angkatan : yakni darat, 
laut atau mariner dan serta udara). Padanan kata lainnya adalah tentara’ 
atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau 
serdadu. 
 Kata lain yang sangat erat dengan militer adalah militerisme, yang 
artinya kurang lebih perilaku tegas, kaku, agresif dan otoriter “seperti 
militer”. Padahal pelakunya bisa saja seorang pemimpin sipil. 
Karena lingkungan tugasnya terutama di medan perang, militer memang 
dilatih dan dituntut untuk bersikap tegas dan disiplin. Dalam kehidupan 
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militer memang dituntut adanya hirarki yang jelas dan para atasan harus 
mampu bertindak tegas dan berani karena yang dipimpin adalah pasukan 
bersenjata. 
(Juliani, 2008) Definisi militer adalah sebuah organisasi yang diberi 
otoritas oleh organisasi di atasnya (negara) untuk menggunakan kekuatan 
yang mematikan (lethal force) untuk membela/mempertahankan 
negaranya dari ancaman aktual ataupun hal-hal yang dianggap ancaman. 
Sehingga bila berbicara militer kita juga akan selalu berbicara mengenai 
negara. Militer seringkali berfungsi dan bekerja sebagai sebuah 
masyarakat dalam masyarakat (societies within societies) dengan memiliki 
komunitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, hukum dan lain-lainnya 
sendiri. 
Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas, dapat dikatan bahwa 
pengertian militer secara universal adalah  institusi yang bukan sipil yang 
mempunyai tugas dalam bidang pertahanan dan keamanan, dalam hal ini 
militer merupakan suatu lembaga, bukan individu, yang menduduki posisi 
dalam organisasi militer. 
Dalam studi hubungan sipil-militer, para peneliti dan pengamat 
militer sering berbeda pendapat mengenai siapa pihak militer itu. Amos 
Pelmutter membatasi konsep militer hanya ditekankan kepada semua  
perwira yang duduk dalam jabatan yang menuntut kecakapan politik, 
aspirasi dan  orientasi yang bersifat politik tidak memandang 
kapangkatan, apakah perwira tinggi, menengah atau pertama.Kemudian 
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Cohan menyebutkan bahwa pihak militer dapat  berupa personal militer, 
lembaga militer, atau hanya perwira senior. 
Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan 
bahwa pengertian militer secara universal adalah  institusi yang bukan 
sipil yang mempunyai tugas dalam bidang pertahanan dan keamanan, 
dalam hal ini militer merupakan suatu lembaga, bukan individu, yang 
menduduki posisi dalam organisasi militer. 
D.  Tindak Pidana Militer Dan KDRT       
(Moch.Faisal Salam : 2008) Secara yuridis normatif, istilah tindak 
pidana militer dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 9 RUU Tentang 
Perubahan atas Undang Undang Nomor  31 Tahun 1997 tentang 
peradilan militer, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak 
pidana militer adalah tindak pidana secara khusus hanya ditujukan 
pelakunya berstatus militer. Singkatnya bisa dikatakan tindak pidana 
militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seorang militer karena 
sifatnya yang militer. Secara teori tindak pidana militer dibagi menjadi 2 
yaitu :  
a. Tindak pidana militer murni (zuiver militaire delich) adalah suatu 
tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer karena sifatnya 
yang khusus militer, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. 
b. Tindak pidana militer campuran (gemende militaire delich) adalah 
suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya 
hanya peraturan itu berada pada perundang-undangan yang lain. 
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Sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila 
peraturan itu dilakukan oleh seorang milier. Oleh karena itu perbuatan 
yang telah diatur dalam Undang-Undang lain yang jenisnya sama, diatur 
kembali dalam KUHPM disertai ancaman hukuman yang lebih, sesuai 
dengan kekhasan militer.  
(Andi Zainal Abidin Farid, 1987) Ketegasan bahwa tindak 
kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran HAM dan 
kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi, 
Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap 
seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan 
atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran 
rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, 
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum 
dalam lingkup rumah tangga, tindakan tersebut bisa terjadi oleh siapa saja 
yang berumah tangga, baik pelaku tersebut berstatus militer, TNI, atau 
warga sipil biasa.  
Berdasarkan pengalaman TNI dan semua angkatan militer 
memang terdidik dengan kekerasan, hal ini sangatlah berpengaruh besar 
terhadap seorang TNI atau militer untuk melakukan hal itu. Memang tidak 
ada kepastian hukum dalam hal peradilan untuk mengadili masalah ini, 
Telah kita kenal dalam ilmu hukum pidana sebuah pembagian hukum 
pidana sebagai berikut  : 
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1. Hukum Pidana  umum  
Sebuah pidana yang berlaku umum sebagaimana yang telah diatar 
dalam KUHP, beserta semua perundang-undangan yang mengubah dan 
menambah KUHP itu sendiri. 
2. Hukum Pidana Khusus  
 Pidana yang tidak diatur dalam pidana umum (KUHP), atau 
perundang-udangan yang berada diluar KUHP yang bersaksi pidana, 
beserta perundang-undangan yang mengubah dan menambahnya.  
Dari pembagian tindak pidana diatas dapat diketahui bahwa tindak pidana 
KDRT ini merupakan tindak pidana khusus yang dilakukan oleh anggota 
jajaran militer dan mempuanyai Undang-udang tersendiri. begitu juga 
dengan kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang bertujuan untuk 
melindungi rumah tangga dalam menuju rumah tangga yang harmonis. 
Undang-Undang KDRT menjelaskan dalam pasal 5, : Setiap orang 
dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang 
dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : 
a. Kekerasan fisik 
b. Kekerasan psikis 
c. Kekearasan seksual 
d. Penelantaran rumah tangga       
  Dalam hal ini peraturan yang mengatur dalam undang undang 
KDRT adalah dalam ruang lingkup rumah tangga sebagaimana yang 
dijelaskan dalam Pasal 2 UU No 23 Tahun 2004. apabila tindak pidana 
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KDRT ini dilakukan oleh seorang militer, hal ini merupakan tindak pidana 
campuran yang dilakukan  seorang anggota militer.  
Pada dasarnya memang bahwa setiap warga Negara memiliki 
status yang sama dalam dihadapan hukum, tidak satupun boleh dibeda-
bedakan dan tidak boleh ada pengecualian, demikian bunyi Pasal 27 Ayat 
(1) UUD RI tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga Negara 
memiliki status yang sama dalam dihadapan hukum, tidak satupun boleh 
dibeda-bedakan dan tidak boleh ada pengecualian, oleh karena itu dalam 
tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh anggota militer tidak ada 
kejelasan dan tidak ada kepastian hukum dalam pemerintah. mengingat 
hal ini UU No 23 tahun 2004 merupakan suatu hukum positif yang 
ditetapkan oleh pemerintah jadi setiap warga Negara di seluruh Indonesia 
wajib mematuhi UU tersebut terhitung sejak ditetapkannya UU itu. 
Seorang anggota militer yang melanggar UU No. 23 tahun 2004 atau 
tindak pidana KDRT memang tidak ada kepastian hukum yang 
mengaturnya, baik dalam tindak pidana umum KUHP maupun KUHPM itu 
sendiri. Dalam UU No. 23 tahun 2004 yang mana undang undang tersebut 
yang mengatur tentang penghapusan KDRT tidak mengatur apabila tindak 
pidana tersebut dilakukan oleh seorang anggota militer, sebagaimana 
yang dijelaskan pada pasal 1 ayat (4), “Perlindungan adalah segala upaya 
yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang 
dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga, social, kepolisian, 
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kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun 
berdasarkan penetapan pengadilan”. 
Dalam penjelasan pasal diatas sudah jelas tidak ada kejelasan 
bahwa yang melakukan adalah seorang anggota militer, yang ada 
hanyalah anggota keluarga, advokat, lembaga, sosial, kepolisian, 
kejaksaan, pengadilan, jadi seandainya tindak pidana ini dilakukan oleh 
seorang militer tidak ada hukuman baginya, karna UU No. 23 tahun 2004 
tidak melarang seorang militer untuk melakukan hal itu. 
Bertolak belakang dengan UU Pasal 27 Ayat (1) UUD RI tahun 1945 yang 
menyatakan bahwa setiap warga Negara memiliki status yang sama 
dalam dihadapan hukum, tidak satupun boleh dibeda-bedakan dan tidak 
boleh ada pengecualian, oleh karena itu dalam tindak pidana KDRT yang 
dilakukan oleh anggota militer tidak ada kejelasan dan tidak ada kepastian 
hukum dalam pemerintah. 
Bisa saja dikatakan apabila seorang anggota militer yang 
melakukan tidak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak tidak dapat 
di pidana kalau memang hal ini tidak diatur denga jelas. oleh karena telah 
ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang KDRT dan karena 
untuk kesejahteraan dan keamanan rumah tangga maka anggota militer 
tidak boleh tidak harus diadili dengan UU No. 23 Tahun 2004, dengan 
hukuman yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut, baik 
berupa sanksi administrative, mutasi hukuman sel, dan lain-lain. 
 Tetapi dalam hal ini harus sekiranya pemerintah memberikan kepastian 
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hukum, terkait dengan pelanggaran hukum dan mekanisme peradilan 
yang telah dilakukan oleh anggota jajaran TNI semuanya yang berstatus 
militer. Serta harus pula menegaskan adanya pemisahan proses hukum 
tindak pidana, terumatama dalam KDRT ini mengingat banyaknya kasus 
tindak pidana KDRT dan tindak pidana lainnya seperti tindak pidana 
perempuan yang penyelesaiannya tidak jelas dan terbuka.   
E. Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT )  
1. Pengertian KDRT 
Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah 
kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami 
maupun oleh istri. Menurut (Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004) tentang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT 
adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang 
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, 
psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk 
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan 
secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar 
korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah 
suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang 
yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT 
adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, 
pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembatu rumah 
tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi 
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oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem 
hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara 
danmasyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban 
serta menindak pelakunya. 
Dalam masyarakat Selama ini, ada ungkapan "Bila di luar rumah 
banyak penjahat yang senantiasa mengancam kenyamanan dan 
keamananan kita, malah di rumah jauh lebih tidak aman". Artinya, rumah 
dengan tindak kekerasan di dalamnya sangatlah mungkin terjadi apalagi 
kekerasan yang ada didalamnya sulit dideteksi penegak hukum, selain 
terlindung oleh pernikahan sebagai lembaga pengikat yang memberntuk 
sebuah keluarga, KDRT juga masih tertutup dan selalu dianggap sebagai 
masalah domestik. 
2. Bentuk-Bentuk KDRT 
Kekerasan Fisik  
•Kekerasan Fisik Berat, berupa penganiayaan berat seperti 
menendang; memukul, menyundut; melakukan percobaan pembunuhan 
atau pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat megakibatkan : 
1. Cedera berat  
2. Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari  
3. Pingsan 
4. Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan       
atau yang menimbulkan bahaya mati 
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5. Kehilangan salah satu panca indera. 
6. Mendapat cacat. 
7. Menderita sakit lumpuh. 
8. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih 
9. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan 
10. Kematian korban 
   •Kekerasan Fisik Ringan, berupa menampar, menjambak, dan 
perbuatan lainn yang mengakibatkan : 
1. Cedera ringan 
2. Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat 
3. Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan dapat 
dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.   
Kekerasan Psikis 
•Kekerasan Psikis Berat, berupa tindakan pengendalian, 
manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, 
dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan 
atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan 
dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-
masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah 
satu atau beberapa  hal berikut : 
1. Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau 
disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau 
menahun. 
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2. Gangguan stres pasca trauma.    
3. Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa 
indikasi medis)  
4. Depresi berat atau destruksi diri 
5. Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti 
skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya  
6. Bunuh diri   
   Kekerasan psikis ringan, berupa tindakan pengendalian, 
manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, 
dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan 
atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman 
kekerasan fisik, seksual dan ekonomis;yang masing-masingnya bisa 
mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau 
beberapa  hal dibawah ini : 
1. Ketakutan dan perasaan terteror  
2. Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan 
untuk  bertindak 
3. Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual 
4. Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan 
pencernaan  tanpa indikasi medis  
5. Fobia atau depresi temporer 
Kekerasan Seksual 
 Kekerasan seksual berat, berupa : 
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1. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh 
organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan 
lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa 
dikendalikan. 
2. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada 
saat korban tidak menghendaki. 
3. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, 
merendahkan dan atau menyakitkan  . 
4. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan 
pelacuran dan atau tujuan tertentu 
5. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi 
ketergantungan korban yang  seharusnya  dilingdungi. 
6. Tindakan kekerasan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau 
tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera. 
•Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal 
.seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan 
dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh 
atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang 
tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina 
korban.  
Penelantaran Rumah Tangga 
a. Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal 
menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau 
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perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau  pemeliharaan 
kepada orang tersebut. 
b. Perbuatan penelantaran yang dilakukannya tersebut 
mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi 
dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar 
sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. 
Terdapat tiga fase dalam lingkaran kekerasan dalam rumah tangga 
yaitu : 
(1) Fase tegang atau ketegangan yang meningkat, pelaku kekerasan 
mulai membuat insiden kecil atau kekerasan lisan, seperti: memaki, 
mengancam, dan kekerasan fisik kecil-kecilan. Karena sering muncul 
ketegangan, istri mencoba menenangkan atau menyebarkan 
pasangannya dengan cara apapun yang menurutnya akan membawa 
hasil. Jika istri tidak berhasil, maka di dalam diri istri akan timbul perasaan 
tidak banyak yang dapat ia lakukan karena sekuat apapun ia berusaha, 
kekerasan masih saja terus terjadi. 
Selanjutnya suami atau pelaku cenderung melakukan penganiayaan kecil 
kepada istrinya sewaktu tidak ada orang lain. Hal itu tentunya membuat 
perasaan takut pada diri sang istri dan pada umumnya istri akan menarik 
diri. Bertolak dari hal tersebut, sangat mungkin ketegangan antara pelaku 
dan korban mulai bertambah. 
(2) Fase akut atau penganiayaan akut 
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Yaitu tahap penganiayaan di mana ketegangan yang telah meningkat 
dapat meledak menjadi tindak penganiayaan. Suami/pelaku kehilangan 
kendali atas perbuatannya. Suami/pelaku dalam konteks ini bermaksud 
memberi pelajaran kepada istrinya. Bentuk penganiayaan bervariasi mulai 
dari tamparan, pukulan, tendangan, dorongan, cekikan, dan bahkan sering 
kali penyerangan dengan menggunakan senjata tajam. Penganiayaan 
akan berhenti bila istri memutuskan pergi dari rumah, masuk rumah sakit, 
atau pelaku menyadari kesalahannya. 
(3) Keadaan tenang atau fase bulan madu 
Yaitu tahap permintaan maaf dan kembali menjadi mesra, sering pula 
disebut sebagai tahap bulan madu semu. Setelah terjadinya 
penganiayaan pada istri, kadang-kadang pelaku menyadari dan menyesali 
tindakannya yang telah melewati batas. Umumnya pelaku akan minta 
maaf dan berjanji tidak mengulangi penganiayaan terhadap istri. 
Permintaan maaf suami istri tersebut sering membuat istri memutuskan 
memaafkan perbuatan suami dan menganggap hal tersebut tidak akan 
terulang kembali. Setelah itu mereka mulai membentuk kehidupan baru 
kembali dan melupakan kejadian sebelumnya. Jika tidak muncul 
kesadaran utuh dari pelaku, maka tahap ini tidak akan bertahan lama, 
sampai akhirnya muncul kembali ketegangan, yaitu yang akan berlanjut 
lagi dari tahap pertama. 
Sebelum disahkannya Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang secara khusus 
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mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
sehubungan dengan judul ini yang membahas masalah kekerasan fisik,  
maka secara umum kekerasan fisik yang lazim disebut dengan 
penganiayaan telah diatur secara rinci dalam pasal 351 KUHP yaitu: 
(1) . Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-
selamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 
4.500,-. 
(2) . Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sitersalah dihukum penjara 
selama-lamanya lima tahun. 
(3) . Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara 
selama-lamanya tujuh tahun. 
Yang mana memungkinkan masa hukumannya yang diatur dalam 
pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP dapat ditambah sepertiganya jika 
korbannya adalah anggota keluarga yang diatur pada pasal 356 ayat 1e 
KUHP,yaitu: 
  “ Jika sitersalah melakukan kejahatan itu kepada ibunya,     
bapaknya yang sah, isterinya (suaminya) atau anakya “ 
3. Penyebab KDRT 
Penyebab KDRT adalah:  
• Laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara 
• Masyarakat menganggap laki-laki dengan menanamkan anggapan  
bahwa laki-laki harus kuat, berani serta tanpa ampun 
• KDRT dianggap bukan sebagai permasalahan sosial, tetapi 
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persoalan pribadi terhadap relasi suami istri 
• Pemahaman keliru terhadap ajaran agama, sehingga timbul 
anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan 
4. Upaya Pemenuhan Hak-hak Korban KDRT 
 (P. A. F. Lamintang, 1997) Harus diakui kehadiran UU PKDRT 
membuka jalan bagi terungkapnya kasus KDRT dan upaya perlindungan 
hak-hak korban. Dimana, awalnya KDRT dianggap sebagai wilayah privat 
yang tidak seorang pun diluar lingkungan rumah tangga dapat 
memasukinya. Lebih kurang empat tahun sejak pengesahannya pada 
tahun 2004, dalam perjalannnya UU ini masih ada beberapa pasal yang 
tidak menguntungkan bagi perempuan korban kekerasanm. PP No 4 
tahun 2006 tentang Pemulihan merupakan peraturan pelaksana dari UU 
ini, yang diharapkan mempermudah proses implementasi UU 
sebagaimana yang tertera dalam mandat UU ini. 
 Selain itu, walapun UU ini dimaksudkan memberikan efek jera bagi 
pelaku KDRT, ancaman hukuman yang tidak mencantumkan hukuman 
minimal dan hanya hukuman maksimal sehingga berupa ancaman 
hukuman alternatif kurungan atau denda dirasa terlalu ringan bila 
dibandingkan dengan dampak yang diterima korban, bahkan lebih 
menguntungkan bila menggunakan ketentuan hukum sebagaimana yang 
diatur dalam KUHP. Apalagi jika korban mengalami cacat fisik, psikis, atau 
bahkan korban meninggal. Sebagai UU yang memfokuskan pada proses 
penanganan hukum pidana dan penghukuman dari korban, untuk itu, 
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perlu upaya strategis diluar diri korban guna mendukung dan memberikan 
perlindungan bagi korban dalam rangka mengungkapkan kasus KDRT 
yang menimpanya. 
Banyak hal yang telah terjadi didalam lapisan masyarakat suatu 
kekerasan dalam rumah tangga dan perempuan, maka dari itu gerakan 
Perempuan Indonesia secara bergandengan tangan dengan berbagai 
pihak, melakukan berbagai upaya untuk dapat diterbitkannya Undang-
Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kenyataan 
menunjukan pula bahwa sistem hukum di Indonesia belum menjamin 
perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Lagipula, 
masih sangat kuatnya budaya patriarki di kalangan legislatif, di kalangan 
penegak hukum, dan di kalangan masyarakat sendiri, menyebabkan 
bahwa perjuangan berlangsung sangat sukar dan lambat.  
Pada tanggal 22 September 2004, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diundangkan di 
Jakarta. Oleh sebab itu Bila selama ini pelaku sulit di jerat dengan KUHP, 
maka saat ini bisa diadukan dengan UU KDRT ini. Latar belakang adanya 
undang-undang ini juga sebagai bentuk akomodatif dari kelemahan KUHP 
dalam menjerat tindak 'kriminal' dalam rumah tangga,  karena KUHP tidak 
menampung jenis kekerasan dalam rumah tangga dalampasal-pasalnya. 
Dengan adanya UU KDRT ini, masyarakat wajib berpartisipasi, bila 
melihat KDRT harus melapor, bila tidak masyarakat sendiri bisa dituntut 
sebagai pihak yang turut serta. KDRT tidak hanya berlaku untuk suami-
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istri, namun seluruh anggota keluarga, saudara yang tinggal satu rumah, 
termasuk pembantu, dan lain sebagainya.  
Bila masyarakat masih kurang memahami tentang hak dan 
kewajibannya, dalam implementasinya peran lembaga penegak hukum, 
Masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah 
maupun nonpemerintah yang konsen terhadap pencegahan tindak 
kekerasan dalam rumah tangga berkewajiban menyosialisasikannya. 
F. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga dan Upaya Penanggulangan Menurut Beberapa 
Teori 
Dalam ilmu kriminologis terdapat beberapa teori yang dapat 
mengakibatkan terjadinya delik Kekersan Dalm Rumah Tangga, yaitu : 
1. Teori Kriminologi Psikologi (Topo Santoso Dan Eva Achjani 
Zulfa:36), bahwa para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu 
variasi dari kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan 
emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan 
hubungan dengan ibu dan perkembangan moral yang lemah. 
Mereka mengkaji bagaiman agresi dipelajari, situasi apa yang 
mendorong kekerasan atau reaksi delinkuen, bagaiman hubungan 
kejahatan berhubungan dengan faktor-faktor kepribadian, serta 
asosiasi antara beberapa kerusakan mental dan kejahatan. 
2.  Teori Kontrol Sosial (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2001: 
87), memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang 
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mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada 
penyesuain atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. 
3.  Teori Labelling (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2001:98), 
memandang para kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat 
(evil) yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan bersifat salah tetapi 
mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus 
jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun 
masyarakat secara luas. 
Dua konsep yang oenting dalam Teori Labelling (Romli 
Atmasasmita 2007:51) : 
 Primary Deviance   : Ditujukan kepada perbuatan penyimpangan 
tingkah laku awal, sedangkan 
 Secondary Deviance  : Berkaitan dengan reorganisasi psikologis 
dari pengalaman seseorang sebagai akibat 
dari penangkapan dan cap sebagai penjahat 
yang sangat sulit bagi yang bersangkutan 
untuk melepaskan diri dari cap tersebut lalu 
kemudian akan mengidentifikasikan dirinya 
dengan cap yang telah diberikan masyarakat 
terhadap dirinya. 
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya delik Kekerasan Dalam  
Rumah Tangga secara umum (Ika Dwi Putri 2009 : 33), yaitu :  
1. Faktor Individu 
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Mereka yang mempunyai resiko lebih besar sebagai pelaku kejahatan 
adalah: 
a)  Sering mabuk karena minuman beralkohol 
b)  Mereka yang dibesarkan dalam keadaan yang sulit 
c)  Pelaku tidak bisa mengontrol kemarahannya 
d)  Pelaku sulit mengungkapkan perasaan lewat kata-kata 
e)  Orang yang mengalami tekanan atau stress karena pekerjaan dan 
tidak sanggup menghadapi urusan keluarga 
2.   Faktor Keluarga 
a) Kehidupan keluarga yang kacau, tidak saling mencintai dan  
menghargai, serta tidak menghartgai peran wanita 
b) Kurang adanya keakraban dan hubungan jaringan sosial pada 
keluarga 
c) Sifat kehidupan keluarga inti bukan keluarga luas 
3. Faktor Masyarakat 
 a) Kemiskinan 
 b) Urbanisasi yang terjadi disertai adanya kesenjangan pendapatan 
antara penduduk 
 c) lingkungan dengan frekuensi kekerasan dan kriminalitas yang tinggi 
4. Faktor-faktor lain 
 a) budaya Patriarki yang masih kuat sehingga laki-laki dianggap 
paling dominan, baik di dalam keluarga maupun lingkungan sekitar, 
 b) Himpitan ekonomi keluarga, 
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 c) Himpitan masalah kota besar yang mendorong stress, 
 d) Kondisi lingkungan dan pekerjaan yang berat mendorong tingginya 
temperamental orang. 
  Sedangkan faktor internal dalam rumah tangga biasanya 
disebabkan persoalan kurangnya komunikasi antara suami dan istri 
sehingga menimbulkan sikap saling tidak jujur. Tidak percaya, tidak 
terbuka, dan lain-lain yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, 
emosi, dendam yang berakhir dengan kekerasan. Disinilah pentingnya 
komunikasi antar suami istri sebagai jalan dalam menyatukan perbedaan 
persepsi antara keduanya. Dengan komunikasi diharapkan suami dan istri 
dapat berbagi tentang harapan, keinginan, dan tuntutan masing-masing. 
Iklim komunikasi yang baik memungkinkan suami menjadi tempat terbaik 
bagi istrinya. 
G. Teori Penanggulangan Kejahatan 
Secara teoritis upaya penanggulangan kejahatan ada 3 (Apriwall 
Gusti, Nelwitis, Nilma Suryani 
http://fhuk.unand.ac.id/handout/kriminologi.pps), yaitu : 
1. Upaya Preemtif 
Adalah usaha yang dilakukan secara bersama-sama seperti dengan 
melibatkan sel-sel organisasi kemasyarakatan agar dapat diberdayakan 
dalam rangka pengawasan terhadap kelompok atau orang-orang yang 
berpotensi melakukan tindak kejahatan. Sehingga diharapkan RT atau 
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RW bisa menjadi bagian dari sistem informasi kepada aparat penegak 
hukum sehingga kejahatan bisa dicegah dengan baik. 
2. Upaya Preventif 
Adalah usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan 
seperti dengan pemberian sanksi pidana berupa hukuman sesuai dengan 
hukum yang berlaku dimana tujuan diberikan hukuman agar pelaku jera, 
pencegahan serta perlindungan sosial. 
 Namun masih ada hambatan karena keterbatasan hukum pidana 
dalam menanggulangi kejahatan yang disebabkan : 
a. Kejahatan itu timbul oleh faktor lain diluar jangkauan hukum pidana. 
b. Keterbatasan tersebut disebabkan juga oleh sifat atau hakikat 
sanksi dan fungsi hukum pidana itu sendiri. Sanksi pidana bukanlah 
obat untuk mengatasi sebab-sebab penyakit tetapi sekedar 
mengatasi gejala atau akibat dari penyakit. 
c. Kebijakan yang berorientasi kepada dipidananya pelaku sangat 
salah karena sanksi pidana berarti diarahkan pada tujuan mencegah 
agar orang tidak melakukan tindak pidana dan bukan mencegah 
agar kejahatan itu tidak terjadi. 
d. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan perumusan sanksi pidana 
yang bersifat kaku dan imperatif sehingga hakim tidak mempunyai 
pilihan. 
e. Lemahnya sarana pendukung  
Ruslan Saleh mengemukakan tiga alasan perlunya sanksi pidana: 
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 Sasaran yang ingin dicapai tidak melalui paksaan 
 Untuk adanya usaha perbaikan bagi si terhukum, dan 
 Sebagai bahan pembelajaran bagi orang yang belum melakukan 
pelanggaran hukum untuk tidak melakukannya. 
3. Upaya Represif 
Upaya yang terjadi setelah perilaku menyimpang. Biasanya dilakukan 
dengan cara pemaksaan. Contoh konkritnya adalah:  
a. Jika menyimpang dari norma hukum adat masyarakat: sanksi 
diberikan oleh masyarakat setempat dengan cara dikucilkan dan 
tidak dihargai didalam dan masyarakat . 
b. Jika melanggar kaidah hukum positif apalagi hukum pidana positif, 
dapat dipidana berdasarkan ketentuan hukum tertulis. Hukuman 
bisa berbentuk pidana kurungan, denda, penjara, ataupun pidana 
mati. 
(http://www2.kompas.com/kompascetak/0407/12/swara/1141096ht
ml) Secara khusus kurangnya komunikasi dapat disebut sebagai pokok 
permasalahan terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Maka 
komunikasi perlu ditanamkan pada diri masing-masing anggota keluarga 
dengan cara: 
1. Saling Percaya 
Merupakan faktor paling diantara berbagai macam faktor yang 
mempengaruhi komunikasi dalam rumah tangga. 
2. Sikap Sportif 
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Sikap sportif adalah sikap yang mengurangi sikap defensif dalam 
komunikasi. Dengan sikap defensif, komunikasi suami istri akan gagal 
karena suami atau istri defensif akan lebih banyak melindungi diri dari 
“ancaman” yang ditanggapinya dalam situasi komunikasi ketimbang 
memahami pesan suami atau istri. Misalnya, karena dikhawatirkan istri 
tidak bisa memanfaatkan harta dengan sebaik-baiknya malah justru 
menghambur-hamburkannya, suami harus berkata dengan perkataan 
yang bijak dan dimengerti oleh istri tanpa menyinggung perasaan istri. 
Begitupun bila suami atau istri emosional dan egois diharapkan suami 
atau istri memberikan pengarahan dan larangannya dengan perkataan 
yang bisa membawa suasana lebih sejuk atau perkataan lemah lembut. 
3. Sikap Saling Terbuka 
Sikap terbuka (open mindedness) amat besar pengaruhnya dalam 
menumbuhkan komunikasi keluarga (suami istri) yang efektif. Sikap 
terbuka mendorong timbulnya saling pengertian, saling menghargai, dan 
paling penting mengembangkan kualitas hubungan antar pribadi suami 
istri. Bila tidak keterbukaan antara suami dan istri yang kemudian terjadi 
adalah berkembangnya sikap saling curiga dan tidak mempercayai. Istri 
sedikit-sedikit curiga akan kelakuan suaminya, demikian pula sebaliknya 
suami kepada istri. 
Apabila ketiga faktor tersebut dijalankan insya Allah apa yang 
dikhawatirkan berupa terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tidak 
akan terjadi. 
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 Penanganan kasus kekerasan fisik pada umumnya telah sesuai 
dengan prosedur hukum yang berlaku yakni pertama-tama meminta 
Visum et Repentum mengenai keadaan fisik korban, setelah itu diadakan 
penyidikan, selanjutnya diadakan pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan 
terhadap tersangka dan barang bukti apabila barang bukti itu telah cukup 
jelas maka selanjutnya dibuatlah berkas perkara yang akan dilanjutkan ke 
kejaksaan guna ditindaklanjuti. 
 Polisi pada kenyataannya masih mendapat kendala guna 
melakukan penahanan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga ini 
karena pada umumnya korban terlambat melapor meskipun telah 
dilakukan berulang kali oleh pelaku. Maka kepolisian membentuk satuan 
unit khusus yang secara spesifik menangani masalah perempuan dan 
anak yang termasuk di dalamnya kasus kejahatan kekerasan dalam 
rumah tangga yang biasa disebut dengan unit Pelayanan Perempuan dan 
Anak (PPA). 
 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga memuat sejumlah terobosan dalam 
hukum, meliputi : 
a. Dalam hukum acara pidana terobosan terhadap asas ullus testis 
nullus testis (satu saksi bukan saksi) yang diatur dalam KUHAP, 
karena dalam Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam 
rumah tangga keterangan saksi korban saja sudah cukup 
membuktikan terdakwa bersalah. Sehingga jika aparat penegak 
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hukum masih tetap berpatokan pada KUHAP, kasus-kasus KDRT 
sulit ditindaklanjuti. 
Pelaporan proses hukum kasus KDRT untuk kekerasan psikis dan 
fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi antar suami 
istri meskipun berlaku adalah delik aduan, dengan adanya UU No. 23 
Tahun 2004 ini korban pun dapat melaporkan sendiri secara langsung 
kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian sesuai dengan Pasal 
26 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga. 
“ Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah 
tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di 
tempat kejadian perkara ” 
UU ini mengatur bahwa korban dalam kekerasan dalam rumah tangga 
juga dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk 
melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian yang 
di atur dalam Pasal 26 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
“ Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain 
untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak 
kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian 
perkara “ 
b. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadikan kekerasan 
38 
dalam rumah tangga sebagai kejahatan tidak hanya 
kekerasan seksual untuk tujuan ekonomi yang dianggap 
aparat penegak hukum sebagai suatu kejahatan. 
c. Menyangkut rekam medis yang sudah bisa menjadi alat bukti 
terjadinya kekerasan  
Oleh karena itu sangat dibutuhkan peran serta pemerintah 
bersama-sama masyarakat agar saling mengajak kepada setiap orang 
yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam 
rumah tangga bahwa wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas 
kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, 
memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan 
darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan 
perlindungan dengan cara segera melaporkan kepada pihak berwajib 
yang terdekat dirumah dan lingkungannya sehingga para pelaku medapat 
sanksi pidana sebagai hukuman atas perbuatannya. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar 
dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, 
menganalisa dan memahami keadaan lingkungan di tempat 
dilaksanakannya suatu penelitian. Untuk memecahkan permasalahan 
diatas maka penelitian yang dilakukan meliputi: 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dimaksudkan adalah suatu tempat atau 
wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Adapun tempat atau lokasi 
penelitian .dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu dikota Makassar. 
Sehubungan data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka 
penulis menetapkan lokasi penelitian pada Pengadilan Militer III-16, 
Oditurat Militer III-16, dan DENPOM (Detasemen Polisi Militer) Makassar. 
B. Jenis dan Sumber data 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini di bagi ke dalam dua 
jenis data yaitu : 
1. Data Primer, yaitu data  yang diperoleh melalui wawancara dan 
penelitian langsung dengan pihak-pihak yang terkait 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, media 
cetak, dokumen-dokumen, internet, dan peraturan perundang-
undangan yang terkait. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
1. Penelitian Lapangan 
Penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data primer secara 
langsung objek-objek atau sumber data, sehingga untuk 
mendapatkan data yang akurat dan objektif, dilaksanakan 
penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terbuka pada 
pihak-pihak yang terkait. 
2. Penelitian Kepustakaan 
Penelitian dilaksanakan melalui penalaran kepustakaan dengan 
mengambil, menganalisa, mempelajari dan menelaah literatur-
literatur, karya ilmiah, dokumen/arsip dan tulisan yang berhubungan 
dengan penelitian ini. 
D. Analisis Data 
            Setelah semua data terkumpul yang diperoleh dalam penelitian ini 
selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat 
mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang logis 
selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Data Oditurat Militer III-16 Makassar  
Data Kasus Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di 
Oditurat Militer III-16 Makassar Tahun 2009-2013 
 
Tahun Kembali ke 
DENPOM 
Perkara 
Masuk ke 
OTMIL 
Dilimpahkan Ke 
DILMIL 
2009 
 
2010 
 
2011 
 
2012 
 
2013 
 
 
4 
 
3 
 
1 
 
10 
 
1 
187 
 
214 
 
236 
 
213 
 
15 
202 
 
286 
 
251 
 
204 
 
12 
 
Jumlah 19 865 955 
Sumber : Oditurat Militer III-16 Makassar (01 Februari 2013) 
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah tindak pidana 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kalangan Militer dari tahun 2009 
sampai dengan tahun 2013 sebanyak 1839 kasus. 
Jika dilihat dari jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari tahun 
ke tahun mengalami peningkatan, pelakunya dominan dari pihak laki-laki, 
disebabkan karena kekerasan merupakan perwujudan dari penyimpangan 
kekuasaan yang secara sosial menempatkan laki-laki lebih tinggi atau 
lebih unggul dibandingkan perempuan, sehingga meningkatkan praktik 
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diskriminasi terhadap korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga 
yang kebanyakan adalah perempuan. 
B. Faktor-faktor Penyebab Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga Di Kalangan Militer 
Setelah penulis memaparkan data mengenai perkembangan tingkat 
Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam kurun waktu 4 
(empat) tahun terakhir yang penulis peroleh dari instansi terkait yakni, 
Oditurat Militer, Pengadilan Militer, Denpom (Detasemen Polisi Militer), 
maka sampailah penulis pada faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak 
Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kalangan Militer. 
Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kalangan Militer, maka penulis 
melakukan wawancara dengan Kepala Oditurat Militer III-16 Makassar, 
yaitu Bapak M. Basir, S.H.,wawancara Tanggal ()1/02/2013), mengenai 
faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah 
di Kalangan Militer disebabkan oleh 4 faktor yakni : 
1. Orang Ketiga 
2. Ekonomi 
3. Minuman Keras 
4. Terdesak, Tersiksa dan Terpaksa 
Adapun penjelasannya sebagai berikut : 
1. Orang Ketiga 
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 Kurangnya komunikasi antara suami dan istri menimbulkan sikap saling 
tidak jujur, tidak percaya, tidak terbuka, dan lain-lain yang 
mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, sehingga salah satu pihak 
yang merasa tidak di hargai, seperti mencari pelampiasan misalnya 
salah satunya dengan menjalin hubungan dengan orang ketiga 
sehingga lambat laun memicu suatu permasalahan dalam hubungan 
rumah tangga, dan mengakibatkan hilangnya kondisi harmonis dan 
mengundang masalah, seperti pertengkaran dan bahkan terkadang 
sampai berujung atau berakhir dengan kekerasan dan kehancuran 
mahligai dalam rumah tangga. 
2. Faktor Ekonomi 
 Perilaku kejahatan dalam rumah tangga pada umumnya tidak terlepas 
dari pengaruh ekonomi atau status sosial ekonomi yang rendah dan 
sangat lemah, faktor ekonomi atau uang merupakan faktor yang 
kadang kala terbukti paling besar peranannya dalam memungkinkan 
timbulnya suatu kejahatan. Faktor ekonomi tidak tidak hanya 
mempengaruhi masyarakat secara luas akan tetapi lebih jauh kedalam 
bahkan sampai pada hubungan rumah tangga, tidak memandang 
status, seperti biologis atau pun fisik, karena pada hakikatnya setiap 
individu selalu ingin memenuhi kebutuhannya masing-masing, hali ini 
biasanya kerap mewarnai suatu perselisihan dalam hubungan berumah 
tangga, yang memicu timbulnya berbagai macam kejahatan yang salah 
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satunya seperti kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, yang hingga 
kini cukup banyak menimbulkan korban. 
3.  Minuman Keras 
 Minuman keras merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan, 
termasuk dalam hal ini kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, 
dimana minuman keras masih dianggap sebagian orang sebagai 
alternatif pemecahan masalah yang mereka alami, akan tetapi 
terkadang semua baru terlampiaskan dirumah dan kemudian yang 
menjadi sasaran adalah keluarganya, akibat berada dibawah pengaruh 
minuman keras dan segala tindakannya diluar kontrol mereka sendiri 
yang pada akhirnya menimbulkan masalah dalam rumah tangga, 
seperti kekerasan fisik dalam rumah tangga dan lain-lain. 
4. Terdesak, Tersiksa dan Terpaksa 
Posisi laki-laki sedemikian dominan seringkali menyebabkan dirinya 
menjadi penguasa ditengah-tengah lingkungan keluarganya, bahkan 
pada saat laki-laki melakukan kekerasan dalam rumah tangga tidak ada 
seorang pun yang dapat menghalanginya. Karena perilakunya tersebut 
dianggap sebagai hak istimewa yang secara kodrat melekat pada diri 
mereka. Hali ini merupakan salah satu persoalan yang mengakibatkan 
banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan penganiayaan, 
dalam rumah tangga biasanya. Merasa tertekan dan tersiksa, atas apa 
yang di deritanya dalam kehidupannya, sehingga dalam keadaan 
terdesak dan tersiksa ia terpaksa harus melakukan hal-hal yang 
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bertentangan dengan hukum ataupun kodratnya, misanya kekerasan 
yang dilakukan oleh perempuan, seperti melakukan penganiayaan atau 
bahkan pembunuhan dalam rumah tangganya sendiri.  
C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Militer Untuk 
Menanggulangi Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di 
Kalangan Militer 
Berdasarkan hasil penelitian melalui teknik wawancara dengan 
para aparat penegak hukum militer di lokasi penelitian sebagi informan 
maka upaya penanggulangan kekerasan fisik dalam rumah antara lain : 
1. Pada lokasi penelitian di DENPOM (Detasemen Polisi Militer) 
Makassar oleh Bapak Rohmanah. upaya penaggulangannya 
(01/02/2013), antara lain : 
a. Upaya Preemtif 
1. Secara umum dengan cara menanamkan nilai-nilai baik 
kepada seseorang sejak kecil sehingga nilai-nilai itu 
tertanam dalam hati nurani sehingga tidak melakukan 
kesalahan walau tidak ada orang yang melihatnya sehingga 
nilai itu telah meresap dalam kepribadiannya. 
2. Memberikan penyuluhan dan pendidikan pra-nikah agar 
menumbuhkan kesadaran dan menghayati makna dari 
perkawinan itu sendiri yang tujuannya membentuk rumah 
tangga yang bahagia lahir dan batin. 
b. Upaya Preventif 
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1. Dalam kasus KDRT pihak DENPOM (Detasemen Polisi 
Militer) berusaha melakukan upaya perdamaian atau atau 
mediasi dengan cara memberi masukan-masukan dan solusi 
kepada para pihak yang bermasalah. Mengingat masalah 
KDRT yang menjadi pertimbangan pokoknya adalah masa 
depan anak jika tidak di asuh langsung oleh kedua orang 
tuanya, 
2. Pihak DENPOM (Detasemen Polisi Militer) saling 
berkoordinasi dengan KODAM melalui sosialisasi mengenai 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur secara 
tegas sanksi bagi pelaku KDRT sehingga diharapkan dapat 
mengurangi terjadinya tindak pidana dalam rumah tangga. 
c. Upaya Represif 
Meliputi penegakan hukum dengan cara penindakan secara 
langsung berdasarkan laporan korban kekerasan dalam 
rumah tangga yang meliputi, penangkapan, pemeriksaan, 
penyidikan hingga langkah tegas sesuai dengan tindak pidana 
yang telah di lakukannya apabila pelaku terbukti melakukan 
kekerasan maka akan di tindak lanjuti menurut hukum, namun 
terlebih dahulu tetap memperhatikan dan mempertimbangkan 
aspek manfaat bagi kedua belah pihak, demi keharmonisan 
keluarga. 
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2.  Pada lokasi penelitian di Pengadilan Militer III-16 Makassar melalui 
wawancara dengan Hakim  I Gede Made Suryaman, S.H. 
(01/02/2013), mengatakan bahwa upaya penanggulangannya 
antara lain : 
a. Upaya Preemtif 
Memberikan penyuluhan dan pendidikan Pra-nikah agar 
menumbuhkan kesadaran dan menghayati makna dari 
perkawinan itu sendiri yang tujuannya membentuk rumah tangga 
yang bahagia lahir batin. 
b. Upaya Preventif 
Pemerintah bersama-sama pihak DENPOM (Detasemen Polisi 
Militer) saling berkoordinasi dengan KODAM melalui sosialisasi 
mengenai Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur 
secara tegas sanksi bagi pelaku KDRT sehingga diharapkan 
dapat mengurangi terjadinya tindak pidana dalam rumah tangga. 
c. Upaya Represif 
Berupa penegakan hukum dengan cara penjatuhan sanksi yang 
adil dan tegas sesuai dengan tindak pidana yang telah 
dilakukannya dengan tetap memperhatikan aspek yang bisa 
sedikit meringankan masa hukuman pelaku antara lain : 
 Jika pelaku memiliki anak maka dikhawatirkan 
perkembangan dari masa depannya kelak, jika salah satu 
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atau kedua orang tuanya tidak mendidik secara langsung 
dalam waktu yang lama. 
 Si pelaku telah sadar dan menyesali perbuatannya tersebut 
dimana sesuai dari tujuan penjatuhan sanksi pidana yaitu 
memperbaiki seseorang bukan malah mendzaliminya. 
Sehingga berdasarkan putusan pengadilan militer yang telah 
diberikan kepadanya diharapkan menimbulkan efek jera bagi 
si pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut. 
3. Pada lokasi penelitian di Oditurat Militer III-16 Makassar melalui 
teknik wawancara dengan Kepala Oditurat Militer III-16 M. Basir, 
S.H. wawancara tanggal (01/02/2013) mengatakan bahwa upaya 
penanggulangannya sebagai berikut : 
a. Upaya Preemtif 
 Dalam Oditurat Militer III-16 pertama-tama tindakan yang 
dilakukan adalah penyuluhan hukum mengenai KDRT yang 
bekerjasama dengan KODAM  
 Prajurit kembali pada pribadinya sendiri. 
 Bagi yang beragama muslim wajib mengikuti ceramah-
ceramah keagamaan dengan harapan menggugah 
kesadaran mereka agar tidak mengulangi perbuatannya 
tersebut. 
 Para istri anggota TNI dimasukkan dalam organisasi, seperti 
arisan, pengajian,dan lain-lain yang bersifat positif. 
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b. Upaya Preventif 
 Orang tua harus menjadi tauladan bagi anak-anaknya, untuk 
itu orang tua harus memberikan contoh yang baik. Sikap 
orang tua harus tegas dan bijaksana, sehingga dapat 
memberikan rasa aman dalam keluarga.. 
 Menciptakan keharmonisan dalam keluarga dan lingkungan 
masyarakat, sehingga tidak menimbulkan pertentangan yang 
berujung pada kekerasan . 
c. Upaya Represif 
Tujuan tindakan yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan 
adalah sebagai efek jera bagi para pelaku kekersan. Efek jera 
ini didasarkan atas alasan bahwa ancaman yang dibuat oleh 
Negara dengan diberlakukannya Undang-Undang No.23 Tahun 
2004 tentang PKDRT para pelaku kekerasan berfikir untuk tidak 
melakukan perbuatan itu lagi. Sejauh ini Pemerintah dan aparat 
penegak hukum seperti instansi terkait telah banyak 
mengeluarkan peraturan-peraturan, kebijakan, serta pedoman 
dalam usaha menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam 
masyarakat.. Semua itu dilakukan untuk mengurangi tindak 
kejahatan yang terjadi. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis menyampaikan 
sebagai berikut : 
1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga 
di kalangan Militer yaitu : 
a. Orang ketiga 
Kurangnya komunikasi antara suami dan istri menimbulkan sikap 
saling tidak jujur, tidak percaya, tidak terbuka, dan lain-lain yang 
mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, sehingga salah satu pihak 
yang merasa tidak dihargai, mencari pelampiasan misalnya salah 
satunya dengan menjalin hubungan dengan orang ketiga sehingga 
lambat laun memicu suatu permasalahan. 
b. Faktor Ekonomi 
Perilaku kejahatan dalam rumah tangga pada umumnya tidak 
terlepas dari pengaruh ekonomi atau status sosial ekonomi yang 
rendah dan sangat lemah, faktor materi atau uang merupakan faktor 
yang kadang kala terbukti paling besar peranannya dalam 
memungkinkan timbulnya suatu kejahatan. 
c. Minuman Keras 
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Minuman keras merupakan salah satu penyebab timbulnya 
kejahatan, termasuk dalam hal ini kejahatan kekerasan dalam 
rumah tangga. 
d. Terdesak, Tersiksa dan Terpaksa 
Posisi laki=laki yang sedemikian dominan seringkali menyebabkan 
dirinya menjadi penguasa ditengah-tengah lingkungan keluarganya, 
bahkan pada saat laki-laki melakukan kekerasan dalam rumah 
tangga tidak ad seorang pun yang dapat menghalanginya. Hal ini 
biasa menimbulkan dendam bagi korban, sehingga suatu saat 
memicu pembalasan yang berlebihan sebagai bentuk pelampiasan 
derita dengan alasan terdesak, tersiksa, dan terpaksa melakukan 
mengancam keutuhan rumah tangga 
2. Upaya penanggulangan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di 
Kalangan Militer adalah dengan cara melakukan upaya perdamaian 
serta upaya yang terencana seperti melakukan upaya Pre-emtif, 
Preventif, dan Represif. 
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B. Saran 
1. Para Aparat Penegak Hukum Militer diharapkan lebih responsif 
dalam menerima dan melakukan upaya penanggulangan sehingga 
kejahatan kekerasan dalam rumah tangga tidak terulang lagi di 
Kalangan Militer. 
2. Kasus kejahatan kekerasan dalam rumah tangga semata-mata 
tidak lagi dipandang hanya sebagai masalah dalam keluarga, 
namun harus dipandang sebagai masalah sosial karena tindakan 
ini merupakan suatu tindak kriminal atau melawan hukum. 
3. Diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diharapkan 
kepada Penegak hukum militer dan pihak-pihak yang berwenang 
segera mensosialisasikan undang-undang ini kepada masyarakat 
luas. 
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